
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG 

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan asas 

kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas, maka 
besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan 
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD perlu 

disesuaikan sehingga Peraturan Gubernur Nomor 
50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 
perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

 

 

SALINAN 



 

 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4287) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6516);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6516); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  
Republik   Indonesia  Tahun  2014 Nomor  244,  

Tambahan Lembaran Negara  Republik  
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 



 

 

 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801);  

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6396);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 127);  



 

 

 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6847);  

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 6197);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 
Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 
Kerja Pemerintah Daerah;  

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
101/PMK.01/2014 tentang Penilaian Publik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 719) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang 

Penilaian Publik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1744);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 



 

 

 

 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 7 Seri E); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerahyang memimpin 
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung. 

 
 



 

 

 

 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang 
memegang jabatan ketua dan wakil-wakil ketua 
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang 
memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang 
memimpin Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. 

10. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang 
diberikan bagi 1 (satu) orang istri/suami yang 
sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan 

dan Anggota DPRD. 

11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap 
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

dalam mengahdiri dan mengikuti rapat-rapat 
dinas. 

12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan 
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, 

Wakil Ketua, dan Anggota DPRD. 

13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan 

yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD sehubungan dengan 
kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua 

atau Sekretaris atau Anggota Badan 
Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan 
Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan 

Daerah, atau Alat Kelengkapan lainnya. 

14. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan dalam 

bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal 
Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 

Rumah negara dan perlengkapannya bagi 
Pimpinan dan /atau Anggota DPRD. 

 



 

 

 

 

15. Tunjangan transportasi adalah uang yang 
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD. 

 

BAB II 

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN  

TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS,  

UANG PAKET, TUNJANGAN JABATAN DAN  

TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN 

ALAT KELENGKAPAN DPRD LAINNYA 

 

Bagian Kesatu 

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras  

 

Pasal 2  

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras 

diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD. 

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama 
dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras 

bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada suami/istri yang sah dan anak paling 

banyak 2 (dua) orang. 

 

Bagian Kedua 

Uang Paket 

 

Pasal 3 

Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) 

dari uang representasi yang bersangkutan. 

  

Bagian Ketiga 

Tunjangan Jabatan 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

Pasal 4 

Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus 
empat puluh lima persen) dari uang representasi 
yang bersangkutan. 

 

Bagian Keempat 

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan Alat 

Kelengkapan DPRD Lainnya 

 

Pasal 5 

(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat 
kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam 
badan musyawarah, komisi, badan anggaran, 
badan pembentukan peraturan daerah, badan 

kehormatan, atau alat kelengkapan lainnya. 

(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat 

kelengkapan lainnya diberikan dengan 
ketentuan, untuk jabatan:  

a. ketua, sebanyak 7,5% (tujuh koma lima 

persen);  

b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen); 

c. sekretaris, sebesar 4% (empat pesen); 

d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);  

dari tunjangan jabatan ketua DPRD.  

(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan 
selama alat kelengkapan lain terbentuk dan 

melaksanakan tugas. 

 

BAB III 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN  

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

 

Pasal 6 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 

diberikan tunjangan perumahan. 

 
 

 
 



 

 

 

 

(2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan 

dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada 
tanggal 1 bulan berikutnya. 

(3) Pembayaran tunjangan perumahan kepada 
pimpinan dan/atau Anggota DPRD pengganti 
antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung 

mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang 
dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya. 

(4) Dalam hal tanggal 1 bulan berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
merupakan hari libur, maka tunjangan 

perumahan diterima pada hari kerja berikutnya. 

(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki 
jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota 

DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan 
salah satu tunjangan perumahan. 

(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD suami atau 
istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil 
kepala daerah pada daerah yang sama tidak 

diberikan tunjangan perumahan. 

(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang 

diberhentikan sementara tidak diberikan 
tunjangan perumahan. 

 

Pasal 7 

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 
rasionalitas, standar harga setempat yang 

berlaku dan standar luas bangunan dan lahan 
rumah negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan 
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa 

rumah yang berlaku untuk standar rumah 
negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak 
termasuk meubelair, belanja listrik, air, gas, dan 

telepon. 

(3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan 
Anggota DPRD dilakukan melalui penilaian yang 

dilakukan oleh Tim Penilai Independen.  

(4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan 

Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur. 

 

 



 

 

 

 

BAB IV 

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

 

Pasal 8 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang 

bersangkutan diberikan tunjangan transportasi. 

(2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada 

tanggal 1 bulan berikutnya. 

(3) Pembayaran tunjangan transportasi kepada 
Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pengganti 

antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung 
mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang 

dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya. 

(4) Dalam hal tanggal satu bulan berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat 

(3) merupakan hari libur, maka tunjangan 
transportasi diterima pada hari kerja berikutnya. 

 

Pasal 9 

(1) Besaran tunjangan transportasi harus 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 
rasionalisme, standar harga setempat yang 
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan 

harus sesuai dengan standar satuan harga sewa 
kendaraan yang berlaku untuk standar 
kendaraan perorangan dinas, tidak termasuk 

biaya perawatan dan biaya operasional 
kendaraan perorangan dinas. 

(3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan 
Anggota DPRD dilakukan melalui penilaian yang 
dilakukan oleh Tim Penilai Independen. 

(4) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan 
Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

Pasal 10 

Rumah negara dan perlengkapannya serta 

kendaraan perorangan dinas serta tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

secara bersamaan. 

 

BAB V  

PEMBEBANAN ANGGARAN 

 

Pasal 11 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan 
Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD 

setiap tahun anggaran. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, 
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2017  Nomor 39 Seri E), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2021 Nomor 6 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

Pasal 13 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 17 April 2023 
 

P.J. GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 

 
SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU 

 
Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 17 April 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 

 
NAZIARTO 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022 
NOMOR 4 SERI E 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

MUHAMMAD SOLEH 

Pembina Utama Madya/IV/d 
NIP. 19640324 198903 1 008 


